Menimbang  :

Mengingat

" PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

- BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMORQSTAHUN 2017~ - .

TENTANG | v
KABUPATEN LAYAK ANAK ;

s

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

. bahwa anak merupakan generasi penerus ' yang

potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh®dan berkembang
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemausiaannya;

. bahwa upaya men_]amm perlindungan dan pemenuhan

hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui
pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan yang pada: g111rannya menjadl nilai
budaya masyarakat;

. bahwa pengembangan Kabupatcn Layak Anak di

Kabupaten Dompu diperlukan sebagai upaya bersama
antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga,

‘Masyarakat dan Dunia Usaha untuk men_]amm
- pemenuhan hak anak; |
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Daerah tcntang Kabupaten
Layak Anak;

. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar - Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1945; :
. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, t_e_ntang

Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-
Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Jenggara Timur {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun- 1979, tentang

Kesgjahteraan Anak (Lembaran ~ Negara Republik
_ . _
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Indonesm Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, tentang
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3670); '
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomorr 3886); _
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

'5606);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, téntang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5063); .

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Slstem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5332); e
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

~ Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

11.

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

‘tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, tentang
Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Anak Yang
Mempunyai Masaiah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3362);

.2_



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

Menetapkan

dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BABI
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu -
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan

1.
2.

il

Daerah adalah Kabupaten Dompu. _
Pemerintah Daerah adalah Pcnyelcnggaraan urusan.
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan denga
prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. * '

Bupati adalah Bupati Dompu. o N
Perangkat Daerah adalah unsur pembantuan .
Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. E
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang

‘selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian

kebijakan, program, kegiatan dan - penganggaran
pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun -
yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk
pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator
Kabupaten Layak Anak. |

Kabupaten Layak Anak yang selan_lutnya dlsmgkat KLA
adalah Kabupaten yang mempunyai sistem
pembangunan yang berbasis hak anak melalui
pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara
menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program
dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. '
Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan

dalam upaya terpenuhinya hak anak untuk mewujudkan
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11.

12,

Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang—undangan yan berlaku.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun dan .belum menikah, termasuk anak yang
masih dalam kandungan.

. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi rnanusm yang |

wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, -
keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. ' '
Orang Tua adalah Ayah dan/atau Ibu Kandung, atau
Ayah dan/atau Ibu Tiri, atau Wali yang dipercayakan
mampu menjalankan fungsi orang tua. o

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya
menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua. _
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. yang
terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan'ranaknya,

atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau

keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke

~ bawah sampai dengan derajat ketiga.

13.

- 14,

15.

16.

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok |
organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan
yang ada di Kabupaten Dompu.

Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA
adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang

menyatukan komitmen dan sumber daya lokal,
masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan
pembangunan yang berada di lingkungan . setempat,
dalam rangka menghormati, menjamin dan- memenuhi
hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan,
eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar
pendapat anak yang direncanakan secara  sadar,
menyeluruh dan berkelanjutan. |

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang sccara sadar
berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam

setiap aspek kehidupan secara terencana dan -

bertanggungjawab.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah

fasilitas peleyanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan
ketlga baik negeri maupun swasta yang memberikan

pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan - o _
ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu),

Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin,
Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik =
yang mampu  memenuhi - hak-hak anak = dan

‘mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak
“baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak

yang berobat.
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17. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan

kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk

‘memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan_ '

- pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak

_yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang
berkunjung.

- 18."Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecﬂ usaha

menengah dan/atau usaha besar yang melakukan
kegiatan ekonomi. '_
19. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah . lembaga
 koordinatif Pemerintah Kabupaten di Tingkat Kabupaten
yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan

- kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
dari Pemerintah Kaupaten yang beranggotakan Wakil dari
Unsur Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif - yang -
‘membidangi anak, dengan didukung Perguruan Tinggi,.
Organisasi Non Pemerintah, Orgamsa81 Kepemudaan, |
. Dunia Usaha, Orang Tua, Keluarga dan melibatkan -
'Forum Anak.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Paéélﬁ
Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kabupaten
Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara - Republik -
Indonesia Tahun 1945 ' y

Pasal 3

KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. mewyjudkan komitmen bersama antara Pemerintah
+ Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat,
-organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya
mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak,
. kebutuhan dan kepentmgan terbaik bagi anak, sehingga
‘anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan betaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak muha, sehat,
 berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggungjawab. '

' b. mengintegrasikan potensi sumber daya manuSia,

keuangan, sarana, prasarana, metode dan tekhnologi yang
. ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi

'masyarakat dan dunia usaha dalam memenuuhl hak-hak

_anak. '
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c.

mengimplementasikan KLA melalui perumusan strafcgi
dan perencanaan pembangunan daerah  secara

- menyeluruh dan berkelanjutan sesuai denganutan sesuai

d.

dengan Indikator KLA; dan
‘sebagai dasar bagi SKPD dalam rnenentukan dan

" melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.

°o oo

pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak

‘peran serta masyarakat;

Kerjasama;

. Pembiayaan; dan

Pembinaan dan Pengawasan.

BABII o
PRINSIP DAN STRATEGI

Pasall S

KLA dilaksanakan berdasarkan: -

a.

no o

tata pemerintahan yang baik;
non-diskriminasi;

‘kepentingan terbaik bagi anak

hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pcrkembangan

. anak; dan
. penghargaan terhadap pandangan anak

Pasal 6

KLA didasarkan pada:
a.. pengarusutamakan hak anak;
b mendorong gerakan masyarakat untuk menmptakan

lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga,

Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kclurahan/ Dcsa sampa1

dengan tingkat Kecamatan; dan

mendorong berbagai pihak terkait secara langsung

maupun - tidak langsung untuk bertanggung]awab -

| terhadap penenuhan hak anak

Pasal 7

Strategl KLA sebagalmana dimaksud pada Pasal 6 huruf a
dilaksanakan = dengan mcngmtegrasﬂ{an pengarusutamaan
hak anak dalam .
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 a. setiap proses penyusunan kebx_]aksanaan program dan

- kegiatan pembangunan;

b. setiap tahapan pembangunan, mulal dari perencanaan
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan

lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga,
Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/ Desa sampa1
. dengan tingkat Kecamatan; dan
d. mendorong berbagai pihak terkait secara I_a.ngsung |
maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab
terhadap pemenuhan hak anak '

Pasal 8

Kebijakan -Kabupaten Layak = Anak d1arahkan pada
pemenuhan hak anak melalui pengcmbangan Sekolah Ramah
“Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Kampung -
Ramah Anak. o '

BAB III
HAK ANAK

Pasal 9

(1) Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mehputl
a. hak sipil dan kebebasan;
b hngkungan keluarga dan pengasuhan alternatlf
 ¢. kesehatan dasar dan kesdjahteraan; - '
d. pendidikan, pcmanfaatan waktu luang dan keglatan
budaya; dan '
e. perlindungan khusus. _ :
(2) Hak sipil dan kebebasan sebagaunana dimaksud pada.
- ayat (1) huruf a meliputi:
a. hak anak atas identitas;
| hak perlindungan 1dent1tas,
hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat 7
hak . berpikir, berhat1 _ nurani, beragama dan
berkepercayaan; ' .
hak berorganisasi dan bcrkumpul secara berdamai;
hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
. hak akses informasi yang layak; dan
. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain .
yang keéjam, tidak manusiawi atau merendahkan
martabat manusia. |
(3) Hak hngkungan keluarga dan pcngasuhan scbagalmana
- dimaksud pada ayat (1) huruf b mehputl

pe oo

gt o

7



bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
anak yang terpisah dari orang tua; |
reunifikasi;

pemindahan anak secara ilegal;
dukungan kesejahteraan;

Mmoo TP

keluarga;
g. pengangkatan/adopsi anak;
h. tinjauan penempatan secara berkala; dan -
i. kekerasan dan penelantaran. : :
(4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kese_]ahteraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. anak - penyandang disabilitas mendapatkan akses
pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya; o
b. kesehatan dan layanan kesehatan; B
¢. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan -
d. standar hidup
(5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang
dan kegiatan budaya sebagalmana d1maksud pada ayat (1)
huruf d meliputi:
a. pendidikan;
b. tujuan dari pendidikan; dan
c. kegiatan liburan, kegiatan budaya dan olah raga

| (6) Perlindungan kepada anak dalam perhndungan khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. anak dalam situasi darurat; _

anak yang berhadapan dengan hukum; -

anak dalam situasi eksploitasi; dan |

anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan
terisolasi '

pae o

Pasal 10

(1) Setié.p anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak .

lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,

berhak mendapat perhndungan darl perlakuan

. Diskriminasi;

Eksploitasi, baik ekonoml maupun seksual

Penelantaran,

Kekejama, kekerasan dan pengamayaan, .

Ketidakadila; dan

Perlakuan salah lainnya -

(2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku o '

S o p

anak yang terpaksa dlplsahkan dar1 Imgkungan o :



BAB IV.
INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 1 1

(1) Indlkator KIA terdiri dari:

a. penguatan kelembagaan; dan
b. klaster

(2) KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster |

a. hak 31p11 dan kebebasan; :

b. lmgkungan keluarga dan pengasuhan aItematlf,

c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; =

d. pendidikan, pemanfaatan waktu Iuang dan kcglatan
budaya, dan C

e. perlindungan khusus

Pasal 12

Indikator - Penguatan Kelcmbagaan sebagaunana dlmaksud_

a.

b.

- dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari: -

adanya peraturan pcrundang—undangan dan kebl_]akan
untuk pemenuhan hak anak;

porsentase anggaran untuk pemenuhan hak anak,
termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
jumlah peraturan perundang-undangan, kebljakan
program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari
forum anak dan kelompok anak lainnya;

. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatlh KLA dan:

mampu ‘menerapkan hak anak ke dalam kebljakan
program dan kegiatan; '

tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur
dan kecamatan;

keterlibatan lembaga masyarakat dalam pcmcnuhan hak
anak; dan

kcterhbatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak

Pasal 13

Klaster hak 31p11 dan kebebasan KLA sebagannana dlmaksud
pada Pasal 11 ayat (2) huruf a memiliki indikator:

a.

c.

porsentase anak yang tenntegram dan mcndapatkan
Kutipan Akta Kelahiran;

" b. tersedia fasiltasi informasi Iayak anak; dan

jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada
di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/ Desa dan Kampung
Ramah Anak



Pasal 14

‘Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hruf b }'i
memiliki indikator: L
a. porsentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas)
tahun;
b. tersedia lembaga konsultasi bagl orang tua/keluarga
tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak

Pasal 15

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf ¢ memiliki mdlkator
angka kematian bayi; -

prevalensi kekurangan gizi pada balita;

porsentase Air Susu Ibu (ASI) cksklusﬁ'

_]urnlah Ruang AS];

porsentasc imunisasi dasar lengkap, -
Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan _
reproduksi dan mental;

g. jumlah anak dari keluarga miskin yang mcmperoleh akses
- peningkatan kesejahteraan;

h. porsentase rumah tangga dengan akses air bermh dan

i. tersedia kawasan tanpa rokok =

Po e

_ Pasal 16 o
Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu Iuang dan kegiatan

budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf

d memiliki indikator:

a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;

porsentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun,

porsentase sekolah ramah anak;

Jumlah sekolah yang memiliki program sarana dan

prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan

e. tersedia fasilitasi untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang
ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua
anak ' '

P*PP‘

Pasal 17

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) huruf e memiliki indikator:

a. porsentase anak yang memerlukan perhndungan khusus -
dan memperoleh pelayanan;

b. porsentase kasus anak berhadapan hukum (ABH) yang .
diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;

10



c. adanya mekanisme pénanggulangan bencana- 'yang
memperhatikan kepentingan anak;
- d. porsentase anak yang dlbebaskan dari bentuk-bentuk |
pekerjaan terburuj anak; dan
e. tersedia fasilitas  berupa  selter/tempat  sebagai
perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan
perlindungan khusus '

: | BABV
i - . TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 18

o (1) Tahapan KILA meliputi:

a. permapan,
b. perencanaan;
c. pelaksanaan;
‘d. evaluasi; dan
e. pelaporan.

(2) Dalam setiap tahapan KLA sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak  yang
diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu
Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Tahapan persiapan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 18
. ayat (1) huruf a, terdiri dari: ' :

a. penyusunan dan penetapan kebl_]akan dasar KLA;

b. pembentukan gugus tugas KLA; dan

c. pengumpula.n data dasar

I o  Paragral 2 |
, o ' Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA

B | Pasal 20 | | ,

(1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf a adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan
dan Peraturan Daerah ini dan Peraturan lain yang ada

7 _ _ separijang tidak pertentangan serta peraturan pelaksana

RE o | lainnya.

11



(2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak Slpll dan'
kebebasan, meliputi:

a.

b.

pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia O
(nol) — 18 (delapan belas) tahun; o '
peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui
upaya aktif dari Petugas dan pemberian akta kurang .
dari - 30 (tiga puluh) hari séjak permohonan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku; _ '
penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran dl _
Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas
dan Klinik/Rumah Bersalin;

penyedian fasilitas informasi layak anak; dan

. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau

kelompok anak.

(3) kebljakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga
dan pengasuhan alternatif, meliputi: -

a.

kebijakan dan program dalam rangka penurunan
porsentase usia perkawinan pertama di bawah 18
(delapan belas) tahun; :

mendorong keberadaan lembagan konsulta51 bagi
orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan

perawatan anak; dan _
. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.

~ (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan
kesejahteraan, meliputi: :

a.

b.

= o

kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematlan
bayi;

kebijakan dalam rangka menurunkan prevalen31
kekurangan gizi pada balita;

kebijakan dalam rangka- mendorong pemngkatan
pemberian air susu ibu esklusif;

kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;

. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan

imunisasi dasar lengkap; -

~mendorong keberadaan lembaga yang membenkan )

pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;

. upaya peningkatan porsentase rumah tangga yang

mendapatkan akses air bersih, dan _ B
kebljakan pengaturan dan penetapan kawasan tanpa
asap rokok.

- (5) Kebijakan dasar - KLA dalam Kklaster pendldlkan
pernanfaatan waktu luang dan keglatan budaya, mehputl
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a. kebijakan dalam rangka meningkatkan - part151pa81 -
pendidikan anak usia dini; '

b. kebijakan dalam rangka meningkatkan part131pa31
wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun '

c. penyediaan sekolah inklusi; -

d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;

e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman
dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan

mendorong semua sekolah memiliki program, sarana - -

-dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; _
f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan
kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah,
yang dapat diakses semua anak; dan
. g membentuk Sekolah Ramah Anak. : :
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam kIaster perlmdungan khusus,

meliputi: _
a. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan
perlindungan khusus;

b. kebijakan penyelesaian kasus anak -' berhadapan' |
~dengan hukum (ABH} yang diselesaikan dengan
pendekatan keadilan restoratif; '

c. mekanisme penanggulangan bencana yang

memperhatikan kepentingan anak; dan 5
d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak
dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Paragraf 3 i
Pembentukan Gugus 'i‘ugas KLA

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. _ '

(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:

a. Unsur Eksekutif, Legislatif dan Yudlkatlf yang
" membidangi anak;

Perguruan Tinggi;

' Organisasi Non-Pemerintah;

. Organisasi Kepeudaan;

Dunia Usaha;

Orang Tua, Keluarga; dan
g Forum Anak atau nama lain sejenisnya.

(3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan

moan g
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Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan

- pengembangan KLA

(4) Gugus Tugas KLA bertanggung Jawab dalam mengawall-
dan mengawal pengembangan. '

(5) Tugas Pokok Gugus Tugas KLA adalah: _

a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan
KLA; : ' '

b. menyusun RAD KLA;

c. melaksanakan sosialisasi, advokasu dan komunikasi
pengembangan KLA; -

d. melakukan pemantauan terhadap @ pelaksanaan
'kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;

e. melakukan evaluasi setiap -akhir tahun terhadap
' pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam

- RAD KLA; dan ,

f. membuat Laporan kepada Bupatl

(6) dalam rangka mendukung tugasnya, Anggota Gugus
Tugas, Anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan
fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan dan penyajlan' data'
kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan
hak anak;

b. melaksanakan kebijakan, program dan keglatan sesuai

_dengan RAD KLA; dan _

c. membina dan melaksanakan hubungan keqa sama
dengan pelaksana pengembangan KLA di' tingkat
Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan,
- penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi

- dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di
- tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.-

(7) Pemerintah  Daerah  dapat menjalin ~ kerjasama
kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas
KLA sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang
berlaku. :

(8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau
lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk
bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

(9) Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA diatur
dalam Peraturan Bupati. '

Paragréf 4
Pengumpulan Data Dasar

Pasal 22

(1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam
- Pasal 19 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi
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dan kondisi anak-anak d1 Daerah, sekurang—kurangnya_‘
~ data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA. = "

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dlperoleh.

“dari SKPD terkait dan hasil penelitian valid lalnnya yang
- d15usun secara berkala dan berkesmambungan
N (3) Pengumpulan dara dasar dlgunakan untuk
oo ar Menentukan fokus program; '
" 'b. Menyusun kegiatan prioritas; o
" ¢. Melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD
terkait; dan. - : :
cods Menentukan lokasi percontohan

Bagian Kedua R
Perencanaan

Pasal 23 7

L Tahapan perencanaan sebagaunana dlmaksud dalam Pasal 18'; ;

" ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ;

a. Penyusunan RAD tentang KLA; -
b, Pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan
- Jangka Menengah Daerah; -

L c.-*_Penglntegrasmn RAD ke dalam Rencana Ker_]a Pemenntah. :

" 'Daerah;
d. Pengmtegrasmn RAD ke dalam Rencana KCI]a SKPD dan
e. Pemasukan Dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja
L ;_Anggaran SKPD - : : G

Pasal 24

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD dan
: Rencana Kerja Anggaran SKPD d1tetapkan sesuai dengan- _
" ketentuan pe_raturan perundang—undangan yang b_erlaku PR |

Bagiah Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 25

~'.Pelaksanaan sebagalmana dlmaksud dalarn Pasal 18 ayat (1)
'huruf C dldasarkan pada RAD KLA

Pasal 26

B (1) Gugus 'I‘ugas memoblhsa31 semua sumber daya balk yang '
~ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha
' secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

(2) Gugus . Tugas berkewdjiban mensosialisasikna -~ dan
L mengadvoka31 hak hak anak dengan memanfaatkan
. ', media. : - - '
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Bagian Ke.c'lrlipat'
S Pemantauan. '

Pasal 27

':(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas - KLA untuk B
mengctahm perkembangan dan hambatan pclaksanaan. K
pengembangan KLA sesuai dengan rencana.. '

?:7.*"_(2) Pemantauan - sebagaimana - dimaksud pada ' ayat (1) N

_lmchputl proses - input, output dan - kema_]uan target

o pencapalan yang hendak diksud pada ayat (1) mehpuu___
. proses mput output - dan ‘kemajuan target - pencapaian

g yang hendak dicapai untuk memcnuhl scluruh Indlkator._ "

(3) Pcmantauan dilakukan - secara berkala pada tmgkat, :

~ Kecamatan, Kelurahan / Desa sampa1 dengan tlngkat"'--:'

RS Rukun Warga

EIRE ':'(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan KLA d1atur e

dalam Peraturan Bupat1

Bagian Kehma_
Evaluasn =

Pasal 28

S (1) Evalua51 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 18 ayat (1)...;: S
- ’huruf e, dilakukan untuk memlal hasﬂ pelaksanaan e

pengcmbangan KLA.

bl '-:'(2) Evaluasi sebagaunané pada ayat (1) mehputl pen11a1an_ £ s

tcrhadap kcscluruhan proses - yang - dllakukan da.lam S

T rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.

¥ (3) Evaluasi- dllaksanakan setlap tahun, mulai dan tmgkat L

©.  Kecamatan, Kelurahan/Desa sampa1 dengan tlngkat S
': Rukun warga ' '

'(4) Evalua51 dllakukan & oleh - Gugus Tugas KLA ' atau'_'-_'{’_

Wadah/Lcmbaga yang mengemban tugas dan fungSI yang

~" sama dengan Instansi yang bcrwcnang

T (5) Ketentuan lebih lanjut tentang evalua51 KLA dlatur dalam_ .'T_f

Peraturan Bupati.

Pelaporan' o

Pasal 29 -

(1) Pelaporan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 18 ayat (1).'

~huruf f, dilakukan oleh: Gugus _Tugas KLA dan SKPD L

terkatt kcpada Bupat1 R
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(2) Bupat1 menyampmkan laporan perkemba.ngan KLA kepada -

Pejabat yang berwenang sesuai.dengan ketentuan dalam =

peraturan perundang—undangan yang berlaku

BABVI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Baglan Kesatu
o Uml.im"i

. _ : Pasal 30 R _
o ( 1) Ta,nggung Jawab Pemerintah Daerah dalam upaya
- mewujudkan KLA adalah: o
o a. mengembangkan kebuakan dan produk hukum daerah
- * . yang mendukung pemenuhan hak anak; - o
b.l'mengalokamkan anggaran untuk pemenuhan hak____.-_- -
: ".anak S : : :

S kelembagaan

- d..melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak
~ lainnya ' dalam penyusunan kebl_]akan dan produk- o

e . hukum daerah ysng terkait dengan hak anak;

" e memngkatkan kapasnas Aparat SKPD terkalt' dan

 pemangku kepentingan ‘dalam rangka implementasi-

. hukum,  kebijakan, program dan keglatan berkaitan

| dcngan pemenuhan hak anak

f _menyedlakan data - anak terpllah menurut Jems .

-+ kelamin, umur dan kecamatan o

' g menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah dan

o ;."h.’ melibatkan lembaga masyarakat dan. duma usaha
- dalam pemenuhan hak anak." SRS

2 Pengambangan kebijakan, . produk hukum daerah' R
_ program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak =

' 'f anak dilaksanakan sesuai dcngan tahapan pengembangan
KLA yang terdiri dari: R - -
persiapan; .
. perencanaan;
. pelaksaiiaan;
: pemantauan;'
‘evaluasi; dan
S f--pelaporan ‘ SRR . e
- __(3) Pemerintah ~ Daecrah - bertanggung]awab “melakukan -

*isvm??p”c‘?’

kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordmasr T
- dengan” pemermtahan yang 1eb1h tmgg1 dalam rangka SR

- pelaksanaan KLA

R {4) Pengalokasian anggaran sebagalmana dJmaksud pada ayat ; _ :
. (1) huruf b hendaknya meningkat setlap tahun danr'.

sekurang—kurangnya tetap setlap tahun
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BABVII
KEWAJIBAN | ORANG TUA

Pasal 3 1

Setlap orang tua mempunyai kewajlban terhadap anaknya'

' untuk : : : o . :
i a. _bertanggung _]awab menjaga kesehatan anak dan merawat

- anak sejak dalam kandungan,

‘b, mcngusahakan agar anak yang lah:r tcrhmdar dan '.

penyakit yang mengancam kelangsungan hxdup dan /atau ' 
. menimbulkan kecacatan;

: | C. membesarkan, mengasuh dan’ mendxdlk anaknya sampa1 - :

‘anak itu kawin atau berusia 18 (d;_:lapan belas) tahun;

" d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan

berekspresi sesuai dengan tingkat' kecer_dasan dari .
usianya; s ' - o
e, _memberxkan kesempatan yang seluas-luasnya kepada -. j"
~ anak untuk memperoleh pendldxkan , e .
f. menumbuhkembbangkan anak. sesuai dengan
kemampuan, bakat dan minatnya; dan '
g mencegah ter_]admya perkawman pada usia anak-anak

Pasal 32

) Dalam - hal orang tua tidak ada atau txdak dxketahuz_
keberadaannya atau karena - suatu sebab ‘tidak dapat
melaksanakan = kewajiban  dan tanggung Jawabnya'

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, d,e, f dan g
dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai =

o dengan- ketentuan peraturan perundang—undangan yang o

o berlaku

BAB VIl 5
KEWAJIBAN KELUARGA -

Pasal 33

Setlap keluarga mempunyai kewa_]lban terhadap anak untuk
a. bertanggung _]awab terhadap penyelenggaraan_
perlindungan anak; ST
_ b. bertanggung jawab mejaga kesehatan anak dan merawat' o
anak sejak dalam kandungan, _ : ' e
C. bertanggung jawab terhadap: kewaijan sebagaxmanaf :

dunaks_ud dalam Pasal 31 huruf c, d, ¢, f dan g dalam hal -

e



L 'terjadl perallhan tanggung Jawab sebagalmana dlmaksud o
dalam Pasal 10; : . S

d.'__men_]amln perlindungan anak dalam memeluk agamanya S
c 'mcngusahakan agar anak yang lahir terhindar darl s

T penyaklt yang mengancam kelangsungan hldup dan/ atau - |

: i menlmbulkan kecacatan; dan

; f _membenkan kesempatan yang seluas-luasnya kepada' |

' anak untuk memperoleh pendldlkan 2

: BAB IX .
TAN GGUNG JAWAB MASYARAKAT

P_asal 34_ e

o 'f (lj:Masy.arakat | berkewéjibari :aan B berfahggu'hg - jaﬁ&ab o

" terhadap penyelenggaraan perlmdungan anak.

| :'_'(2) Peran - masyarakat dalam penyelenggaraan perlmdungan - |

" anak sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) mellputl

i ‘a

. perwahan anak oleh lembaga ‘masyarakat- atau"'__
perseorangan sebagalmana diatur dalam peraturan_-'”

i perundang-undangan yang berlaku;

. pengawasan dan blmblngan terhadap pelaksanaan' |
. pengangkatan anak;’ ' _ R
. menjamln perhndungan anak dalan'_i ; _' memel_uk X

agamanya

.'_menyedlakan fasilitas ‘upaya kesehatan bagl 1bu dan )
“anak bersama-sama dengan pemermtah FRSRIEN
. ikut memberikan biaya pendldlkan dan/ atau Cuma-' |
. Cuma atau pelayanan khusus bagi anak darl keluarga o

. kurang mampu dan anak terlantar _ L . _
aktlf ~ ‘bersama dengan pemenntah untuk} S

R menyelenggarakan pemehharaan dan perawatan ‘anak
" terlantar; : : ' ‘

. aktif bersama dengan pemenntah untuk memberlkan_.-f R
: perlmdungan khusus bag1 anak yang berhadapani" _

“dengan hukum; : ' ,
.-j'aktlf dalam penghapusan eksp101ta31 terhadap anak'."._; S
- secara ekonomi dan/ atau seksual; S . |
'aktlf dalam upaya mengawam serta - mencegah anak-f'
 yang menjadi korban pcnyalahgunaan ‘narkotika, :
“alkohol, p31kotrop1ka dan zat ad1kt1f lalnnya,\ ' :
.".aktlf dalam ‘upaya mehndungl anak da_n tmdak o

kekerasan flsik dan / atau psikis;. dan

. turut serta dalam " pelaksanaan pemantauan danfi o

1._eva1ua31 KLA dengan memberlkan masukan berupa
" 1nforma31 yang obyektlf T " '
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BAB X
- TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA
Pasal 35
(1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap
upaya perlindungan anak. :
(2) Tanggung jawab dunia usaha sebagalmana dlmaksud

- pada ayat (1) dilaksanakan dengan ; |

a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangam

- dampak buruk dari setiap usahanya;

‘b.-menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi_ pekerja
perempuan yang menyusui;

c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan

- sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang
merampas anak dari masa kanak-kanaknya poten81
dan martabatnya; _

e. menjamin bahwa produk-produk dan Jasa yang
dihasilkan aman bagi anak;

f. mendukung hak anak mclalul bcrbagal produk dan
jasa yang dihasilkan; '

g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormatl
dan mendukung hak anak; _

h. tindakan  sukarela  untuk memajukan © dan

- mempromosikan hak anak; dan

i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak

dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta
lingkungan hidup. '

Pasal 36 _
(1) dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku
‘usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan
jam belajar masyarakat.

(2) ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
“Peraturan Bupati.

Pasal 37 .
Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab

sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN -
RAMAH ANAK DAN KAMPUNG RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Umum -

Pasal 38 -

" Pemerintah Daerah’ menetapkan Sekolah Ramah -Anak,

- Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Ramah -

S Anak

Sekolah Ramah Anak sekurang—kurangnya dltetapkan d1 e

- Bagian Kedua _
. Sekolah Ramah Ana_k : '

Pasal 39

setlap Kecamatan dan di setlap Jenjang Pendldlkan

(1) Penetapan Sekolah Ramah ‘Anak dldasarkan pada"_
. kemampuan ‘sekolah dalam men_]amln pemenuhan hak - -
anak -dalam. proses belajar ‘mengajar, aman, ‘nyaman,

' Pasal 40

“bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menmptakan .
" ruang bagl anak untuk bela_]ar bennterak31, perpartisipasi,

. :,-bekerjasama, menghargai keberagaman toleran31 dan'

- berdamaian. : o
[2) Sekolah Ramah Anak sebagalmana dlmaksud pada ayat o
(1) sekurang kurangnya memenuhi ketentuan ' '

L.

mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan,' e

- penindasan, penggencetan,. perploncoan pemalakan

_‘:-6 o ae .o*_:'i_;r-' S

r

(3) Ketentuan leblh lan_]ut tentang Sekolah Ramah Anak'

‘pengucilan "atau intimidasi yang mengatur sesama

- pegawai sekolah lainnya; : o
‘memiliki Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) .
mempunyal lmgkungan sekolah yang bersm dan sehat '

S menerapkan Perilaku Hldup Ber31h Sehat (PHBS)

termasuk sekolah Alelyata

‘aktifitaas perdagangan yang serupa; dan -
siswa terllbat/ dlllbatkan dalam pembuatan kebl_]akan
sekolah SUNNEE :

dlatur dalam Peraturan Bupatl

31swa, tenaga pendidik dan kependldlkan termasuk“ -

memiliki Warung/Kantin ke;u_mran dan sehat atau



Baglan Ketlga e
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak i

Pasal 4 1

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dltetapkan d1 seluruh
pelayanan kesehatan

Pasal 42

i (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dldasarkan'-':

pada kemarnpuan pelayanan kesehatan dalam menjamm

pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan : L

" kesehatan ramah anak.

- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaunana dimaksud

" pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuh1 ketentuan
. a. pembentukan kelembagaan yang. mehputl _ : o
| 1) penanggungjawab Pelayanan Kesehatan Ramah :
- Anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga
" kesehatan telah terlatih. tentang hak anak; dan

- 2) tersedla data terpilah tentang pemenuhan hak -

“-anak sesua1 usia, jenis kelamin dan permasalahan
"kesehatan anak ' '
b sarana dan prasarana yang me11put1 .
1) ruang khusus untuk layanan konseling bag1 anak
- 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak; " :
| 3) mem111k1 ruang laktasi dan melaksanakan mlslasy

menyusul dini,  (untuk pelayanan kesehatan yang .

- melayani persalman) merupakan kawasan tanpa -
- rokok; dan R S L
4) sanitasi lingkungan memenuh1 ketentuan standar

. (3) Ketentuan lebih lanjut - tentang Pelayanan Kesehatan

Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupat1

| Bagian_ Kee'mpatf ?_ - _
s KampungRamahAnak e

Pasal 43 __ _'

s .-_"(1) Kampung Ramah Anak dltetapkan pallng sed1k1t dai setlap i

~ Kelurahan/Desa

B '(2) Penetapan ‘Kampung Ramah Anak dldasarkan pada: S

1nd1kator kampung ramah anak yang dlkembangkan pada o
level terkecil dalam satuan masyarakat ‘ '

e ” (3) Indlkator Kampung Ramah Anak sebagaunana dnnaksud |
' pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan--_-

baglan yang t1dak terp1sahkan darl Peraturan Daerah ini



BAB XII - :
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA :

Baglan Kesatu .
. Peran Serta Masyarakat_ B

Pasal 44

N 1) Masyarakan rnernpunyal peran serta terhadap pemenuhan 2 L

~ hak dan perhndungan anak.

: _(2) Peran serta sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) Sebagal e ‘

berikut: =
a. perwahan anak oleh lembaga masyarakat ,atau _
" perseorangan sebagaimana - diatur dalam . peraturan _
- perundang-undangan yang berlaku; : |

b. pengawasan dan blrnbmgan terhadap pelaksanaan S

-© pengangkatan anak; _ RIS :
" c. aktif bersama-sama dengan pemenntah menyedlakan-
- fasilitas dalam upaya kesehatan, pendldlkan ruang '
- __bermaln anak; ' : : o
- d. aktif bersama-sama 'dengan pemerintah untuk _
L __menyelenggarakan pemellharaan dan perawatan anak
~  terlantar; : - '

. e. aktif bersama dengan pemenntah untuk memberlkan e

: erlmdungan khusus. bagi anak ~yang berhadapan""'
‘dengan’ hukum .

f 'akuf dalam penghapusan eksp101ta31 terhadap anak )

" secara ekonomi dan/atau seksual; - e :

g. aktif dalam upaya mengawa31 serta - mencegah anak

_ yang men_]adl korban penyalahgunaan narkotika, asap-
rokok, alkohol, psukotroplka dan zat adlktlf lainnya
serta pornografi;

k. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak' o

_ kekerasan fisik dan/atau psikis; : _
i turut- serta dalam - pelaksanaan, pemantauan dan -
' evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa -
o informasi yang obyektif; dan . ; o

R A Amengefektlikan ketentuan jam bela_]ar masyarakat

_ :"(3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat
- sebagaimaman dimaksud pada ayat (2) huruf _| dlatur

dalam Peraturan Bupati.

o Baglan Kedua
- Peran Serta Duma Usaha

| Pasal 45 -

' (1) Duma usaha mempunya1 peran terhadap pemenuhan hak_ i

': dan perlmdungan anak

j23



(2) Peran sebagalmana dunaksud pada ayat (1] sebagal
_ berlkut 3 : : B
a. menyedlakan fasﬂltas ruang lakta31 bagi pekerja :
.. perempuan yang menyusui; -
-~ b.- memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja -
iE .perempuan sesuai dengan peraturan perundang—'_nﬁ '
.. undangan yang berlaku; © - o R
e t1dak mempekexj]akan anak dalam peker]aan yang”
_merampas anak dari masa kanak kanaknya, poten81 '
'*'dan martabatnya; ' - '

“d. menjamin bahwa pfoduk—produk dan ]asa yang

- . dihasilkan aman bagi anak; }
e menggunakan pemasaran dan 1klan yang menghormatl IR
" dan mendukung hak anak; .
- "f.- melakukan ~kampanye ' untuk - memajukan “dan .
FUR Inempromos1kan hak anak dan- - o
'g. dalam hal kegiatan usaha berseglnenta31 anak pelaku'

- usaha Wa_|1b mentaati ketentuan ‘yang mengatur_ -

5 ketentuan j jam belajar masyarakat

Pasal 46

Dun1a Usaha berkewallban rnenyalurkan tanggung jawab
_3031a1nya dalam . usaha pemenuhan hak anak Sesual-_-"

o Peraturan Perundang—Undangan yang berlaku

BAB XIII
PENDANAAN e

Pasal 47

S Pendanaan dalam rangka 1mplementa31 KLA dalam Peraturan -
Daerah ini bersumber dari: S

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
b. Bantuan Pemerlntah Pusat dan / atau Pemerlntah Pr0v1n31
' dan : _ _ ; : . . ,
c. Sumber lain yang sah. sesual dengan g pcraturan _
o perundang-undangan yang berlaku o i S

- BABXIV = .
 SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48 | .

S (1) Dunia Usaha, Sekolah dan . penyelenggara fa31htas
. pelayanan kesehatan _ yang melanggar - ketentuan i
 sebagaimana dlrnaksud pada Pasal 35 ayat (2), Pasal 36, -

- Pasal 40 ayat (2) huruf a dan Pasal 42 ayat (2] huruf b

L dlkenakan sank31 admlnlstratlf berupa .

| _,24' L



a. teguran lisan;
~b. peringatan tertulis; dan
_.c.‘pencabutan izin s : o
' (2) Mekanisme pemberian sank81 admmlstratlf sebagalmana

. dimaksud pada ayat (1) ‘diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupatl -

: BAB XV :
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagalmana dlmaksud”
~dalam Pasal 10 dipidana - sesuai- dengan ketentuan_
‘Peraturan Perundang-Undangan i

(2) Setlap orang yang melanggar .ketentuan yang telah

- dltetapkan ‘dalam Peraturan Daerah -ini. sebagalmana k ‘_ o
‘dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, dipidana

dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183

" .Undang—Undang ~Nomor ~ 13 _’I‘ahun_. 2003 - tentang L .

i Ketenagaker_]aan
BABXVI
PENYIDIKAN '

_ Pasal 50
Selain - oleh Penyldlk POLRI, penyldlkan atas tindak pldana'

pelanggaran dalam Peraturan . Daerah ini dllaksanakan oleh .

. Pejabat Penyldlk Pegawali Negerl Slpll (PPNS)

Pasal 5 1

o Dalam men;alankan tugas penyldlkan penyldlk sebagalmana
_ | dlmaksud dalam Pasal 48 berwenang SR
Ca. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang
B _adanya tindak pidana; X '. RO S
b. melakukan : tindakan pertama pada saat d1 tempat_ o
. kejadian; | - e
e menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memenksa
‘ " tanda pengenal diri tersangka; ' : o
.. d. melakukan penggeledahan dan penyltaan benda dan/ atau .
S ..surat; o : R i
" e. memotret seseorang, o :
< memanggll oran untuk dldengar dan dlpenksa Sebagalr .
"._',:tersangka atau sak31, 7'; ' L ‘

:.__-212-5'- -



g- mendatangkan orang ahli yang dlperlukan dalam

- “hubungannya dengan memeriksa perkara;
h. m_engadakan penghentian pe_nyldlkan, dan -

i. melakukan tindakan lain - - menurut hukum _ yang

" bertanggungjawab.

'BABXVI
' KETENTUAN PENUTUP

~Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaki pada tanggal

: dlundangkan

Agar - setiap orang  mengetahuinya, " memerintahkan

. | pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
e dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu ' L

Ditetapkan di Dompu o

pada tanggal 11 ND(/EM@t‘/{ 2017 |

. %,BUPATI DOM

1. BAMBANG MYASIN

: D1undangkan d1 Dompu :
pada tanggal 7] Noygmggﬁ{ 2017

' SEKRET ARIS DAERA_H

) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN’201’7 NOMOR .'05’

| NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSAIr'

TENGGARA BARAT NOMOR l.QS TAHUN 2017



L

- PENJELASAN =
. ATAS _ -
o PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU o
S NOMORO8 TAHUN 2017
| - TENTANG
- KABUPATEN LAYAK ANAK

1 .‘UMUM | | | | o
SIS 5 Regenera31 dan masa ~depan - bangsa tergantung pada bagalmana. B

negara, masyarakat dan keluarga dalam’ mengasuh dan mehndungl

" anak. Dengan demlklan anak merupakan generasi penerus yang

potensml sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar

o dapat hldup, tumbuh dan berkembang secara -~ wajar ' sesuai |

dengaumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan -

. martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin  perlindungan dan
R "..”pemenuhan hak anak perlu dilakukan - secara - struktural melalul g

pengaturan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada :

s g1111rannya menjadl n11a1 budaya masyarakat

R .i’EMenyambut kebujakan Kabupaten Dompu Layak Anak yang telah __ :
o dlrumuskan jakan Kabupaten Dompu Layak Anak yang telah

dlrumuskan oleh. Pemerintah Pusat, di Kabupaten Dompu telah_'

: dlkembangkan berbagal mlSlatlf upaya pengembangan KLA baik dari -
' Pemenntah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat Lebiih
‘dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Dompu ; | |
: »"'dlperlukan sebagai upaya bersama antara Pemenntah Daerah, orang'_.:_f__'- 3

tua, ~keluarga, masyarakat  dan dunia usaha untuk. menjamin

L pemenuhan hak - anak. Maka Urusan- Pemerintahan di Bidang. =
__Perlmdungan Anak berupa kebijakan, . prOgram ‘dan’ keglatan untuk SRR
i'men_]amln terpenuhlnya hak anak agar anak dapat hldup, tumbuh
'-berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

_dan martabat kemanusiaan, serta’ mendapat perhndungan dari

s kekerasan dan dlskrlrmna31 yang merupakan Urusan Wa_]lb Pemenntah o
7. Dacrah semakm menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Layak Anak 1n1 , : Fo

"Selam 1tu 'pembentukan Peraturan Daerah ini ‘merupakan wujud’

: komltmen yang kuat sebaga1 upaya kebersamaan antara Pemerintah -
b __Daerah orang tua, keluarga masyarakat dan duma usaha untuk'_. e
menjamin pemenuhan ‘hak anak perlu dl_]alm lebih kuat melalm R

komltmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dllanda31_
Urusan Pemerintahan di Bidang Perllndungan Anak berupa kebijakan, -

program dan keglatan untuk terpenuhmya hak anak agar anak dapat'_':;-_; o
~hidup, tumbuh berkembang dan berpartls1pa31 secara optimal sesuai -

dengan harkat dan . martabat . kemanu31aan serta. mendapat -

a7



perlindungan dari kekerésan dan diskriminasi, maké iaemeriﬁhan hak

- anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian
: berbagal kebl_]akan program dan keglatan pembangunan - yang -
: berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemermtah'.

s Daerah rnengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak N

: ':_Anak (KLA) yang ben31kan kebl_]akan untuk menglntegrasﬂcan berbagai -
| sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlmdungan anak

e yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhl
o hak»hak anak melalul pengarusutamaan hak anak ~ .

iji PASAL DEMI PASAL

. Pasal 1

- ?:-.lias'alz
”_'Pasals '
 Pasald

Ll Pasal 5

cukup _]elas

cukup _]elas e
cukﬁp]elas "

cukup _]elas ._ '

" 'a. yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu
: ‘tr'anspa'ran"si ' akuntabilitas, . partisipasi, kei-:jerbukaan":.'
- informasi dan supremasi hukum; - B T S

"'b'.-yang dimaksud dengan non-dlslq1mma81 yaifu ﬁdak o :

‘membedakan suku ras, agama, jenis kelamin, bahasa, pajam-
...politik, asal kebangsaan, status ekonoml, kondlsl ﬁsﬂ{_'
'_V'I-'maupun p81kls anak, atau sosial lannya; - o o o
c. yang dimaksud dengan “kepentingan terbalk bagl anak” yaltu
a rnen;adlkan hal | yang paling baik bagi anak . sebagai -

o -_pertlmbangan utama dalam setlap kebl]akan program dan
kegiatan; =
d. yang dimaksud “dengan “hak untuk hldup, kelangsungan-_

hldup_dan perkembangan anak” yaltu menjamin hak untuk

:'::=hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak -
~semaksimal mungkin; ' ' |

o e "yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pandangan'
_anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak_""

" . .yang “memiliki - kemampuan. 'untu'k .menyampaikan- -

' 'pendapatnya diberikan kesempatan untuk menekspresﬂcan s

. pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang' -
,mempengaruhl dlrmya L :
Pasal 6 BT - o
Pengarustamaan hak anak adalah upaya menglntegrasﬂcan hak-_ :
- hak anak dalam. kebijakan, program, keglatan dan anggaran.
o Daerah __ melalul - dari- tahap__ perencanaan, pelaksanaan S
- pemantauan_rdan evaluasi ~ = T i



.
R

Pasal 7

: cukup jelas

Pasal 8
cukup _]elas o

Pasal 9.

L ayat (2) : o

LA memastlkan seluruh anak tercatat dan memlhkl kutlpan :

© Akta- Kelahlran sesegera mungkm sebagal pemenuhan v
- tanggung Jawab negara atas nama dan kewarganegaraan :_
- anak dan men_]amm penyelenggaraan pembautan akta . -

= "kelahiran " secara gratis ‘dan” dilakukan pendekatan -'
-jfr'layanan hingga tingkat Kelurahan atau Desa, o

3 b memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tmdak"' h
- ke_]ahatan terhadap anak sepertl perdagangan orang,

_'adOp si ll-legal manipulasi- usia, mamPUIam nama,’ atal_l:ﬁ '

‘penggelapan asal usul serta pemillihan identitas anak .

~sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum: teljadinya_ g

L : _rke_lahatan terhadap anak dan. membenkan _]amman ‘hak .
- prioritas anak ' untuk dlbesarkan oleh orang tuanya Pa

~ sendiri; _
c.j jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyedlaan _
'.'ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan'i
- pendapat = atau bereksprem secara merdeka ‘sesuai
i . keinginannya; o o _ -
R __;"'Ad.',-'jaminan ‘bahwa anak dlbenkan : ruang - untuk-

""'-men_]alankan keyakmannya secara damai dan 'mengakul

~ hak orang tua dalam memberikan pembinaan;
- €. jaminan bahwa anak dapat berkumpul secara damm dan
S membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka -

fu. ‘jaminan bahwa setiap anak tidak dlganggu kehldupan'-. -

: ,prlbadmya atau diekspos ke pubhk tanpa ijin dari anak -

- .;,_tersebut atau yang akan _ n_l_engganggu _tumbuh

i ',:'_"kembangnya r -
g _]amman ‘bahwa penyedia mformam mematuh1 ketentuan" :

" tentang - kriteria" kelayakan_ mformam bagi  anak, : 5
8 peny_edlaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai =

. .yang memlingkinkan anak mengakses layanaxi'informas'i_”.,_ -

~ secara gratis, serta ketersediaan lembaga pen_]man dan
. pengawasan; - - ' o

" h. jaminan bahwa setiap anak- dlpeﬂak‘lkan - Se‘?afa_'f.“?' |

. manusiawi tanpa adanya kekerasan sedlkitpun,'
Sl S termasuk ketlka anak berhadapan de gan hukum
T a memastlkan anak dlasuh dan dlrawat oleh orang tuanya o
- Oleh karena itu, dilakukan penguatan kapasitas orang
: ._.-tua . untuk emmenuhl ' tanggungawabnya ' dalam

29



‘a. hak bagl anak d1sab111tas untuk mendapatkan pelayanan T

pengasuhan anak meliputi penyediaan fas-,il-ita.s" informasi .

~ dan  pelatihan yang membenkan bimbingan dan
. .',-_konsultam bag1 orang tua m1sa1nya Bma Keluarga
.+ Balita (BKB); : .. . S
.. b. memastlkan anak ‘tidak dlplsahkan dar1 orang tuanya‘ '

kecuah pemlsahan tersebut untuk kepentmgan terbalk T

anak; . . : : _ : _
R o mempertemukan anak dengan orang tuanya setelah o
. terpisah; - - . '

d permndahan anak tanpa sepengetahuan orang tua atau__. S

: pengasuh atau walinya dan pemmdahan anak secara_'_

T e memastlkan anak tetap dalam kOI’ldlSl Se_lahtera mesk1

keluarganya tidak mampu; _ N

R memastlkan ‘anak yang d1asmgkan dar1 lmgkungan' - _
L keluarga mendapatkan pengasuhan alternat:lf _atas

| ‘tanggungan negara; S _ R

g memastikan pengangkatan atau adops1 anak dljalankan

_seuai: peraturan ~ dipantau’ dan dievaluasi tumbuh_" o o
kembangnya agar kepentlngan terbalk anak tetap .

... - terpenuhi;. _ . _ _
I h. memastlkan ‘anak-anak yang berada d1 Lembaga S
Kese_]ahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Pant1 terpenuhi -
- hak - tumbuh kembangnya dan- mendapatka_n_, L
perhndungan | : -

e 1 memastikan - anak tidak mendapat perlakuan kejam_

t1dak manus1aw1 dan merendahkan martabat manus1a

kesehatan sesuai dengan kebutuhan

L ._j -b. ‘hak bagi set1ap anak untuk mendapatkan layanan dan-_, )
" jaminan kese_hatan sesuai dengan kebutuhan anak dari

Pemerintah melalui ~ berbagai layanan  kesehatan
~ - disiapkan. untuk memberikan - layanan optimal kepada
S ek LT T
R c cukup jelas -
d. cukup ]elas

ayat (5)

- a. hak anak untuk mendapatkan pendldlkan secara gratls.- o

minimal pada Jen_lang Sekolah Dasar dan Sekolah :_' o
' -Menengah Pertama; ) |

. .~ b. yang dimaksud dengah. tujuan pendldlkan adalah 1“-L1.ll-1"ﬂ‘n |
untuk meningkatkan keunanan dan -ketakwaan . serta -
akhlak mulia " dalam rangka mencerdaskan kehldupan

£ bangsa



fa

c. semua jenis ' kegiatan anak harus dlarahkan untuk_'.'.{ R

'menunjang daya pikir dan kreativitas anak sesuai
o pertumbuhan anak '
’ '_ayat (6) -

bencana alam, anak dalam situasi konﬂlk berscnjata o

~b. anak - yang menghadapl- seluruh rangkalan proses o

_ ) peradllan - . S L

“c.. apabila llngkungan terdekat anak (keluarga) Justru

.- berpotensi melakukan eksploitasi terhadap anak; _

.~ - d. anak . yang - berkebutuhan - khusus, anak ‘yang
o :_hngkungannya tldak menunjang pembcnan hak anak. -

- secara opt1mal ' '

Pasal 10 '

U ayat (1)

- pengasuhan -anak, misalnya: panti asuhan negara, dinas -
- sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua,

: ~wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas o

pengasuhan berhak mendapat perllndungan dari perlakuan
LA perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama ras,

, golongan jenis kelamin, ctnlk budaya bahasa status'..z -

~hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi ﬁsﬂ(' h
. dan/atau mental; '

b _eksploitasi yaitu tindakan atau pcrbuatan rnernperalat o

- memanfaatkan atau mer_r_leras anak untuk memperoleh

keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitas'i s

| “Seksual Anak adalah penggunaan anak untuk tujuan .

'. seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain - )
" antara anak, pembeli jasa’ ‘seks, perantara atau agen dan =~

-pihak © lain yang memperoleh ‘keuntungan dari -

perdagangan seksualitas anak tersebut Ada tlga bentuk__f:"__'-'.'

yaitu prostitusi anak, poruografl anak dan perdagangan=
- anak untuk tujuan seksual;" )

_ c. suatu tindakan yang menimbulkan  tidak terpenuhmya | |
S kebutuhan anak secara WaJar balk flSlk rnental sp1r1tua1 Ll

. maupun sosial; :
B perlakuan penganiayaan berupa mencedera1 anak dan-rf
o tidak semata-mata fisik tetapl juga mental dan sosml e
e 'ketldakadllan adalah sebuah tindakan yang menmderal' :

" hak anak atau memperlakukannya secara diskriminatif;

f 'perlakuan salah lalnnya misalnya : kekerasan 'secara L

-+ verbal, ancaman terhadap anak dan 1a1n-lam E
Pasalll S : e T
- cukup _]elas o

31

a. anak pengung31 anak korban kerusuhan anak korban_.--

-'_Plhak lam ' manapun yang bertanggung Jawab atas



Pasal 15

g _.Pasal 16

X r':-‘.;'Pasal 18
_Pasal 19

' Pasal20

. Pasal22

L Pasalés

':-PaSaI 12

o cukup Jelas
'"-"'Pasal 13 '
' huruf b _ : :

fasﬂltas 1nf0rma31 layak anak dapat berupa pokok baca
taman cerdas,_ perpustakaan, - lain-lain, yang o

e _ menyedlakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak S

K Pasal 14

R hurufc

Lembaga Kese_]ahteraa 8031a1 Anak yang menyedlakan
~*.'-1ayanan bagi anak yang tidak diasuh oleh. keluarga,

misalnya: panti sosial asuhan anak, rumah singgah dan lain- '_ S

' lain -
cukup Jelas .

~huruf e "
Anak Luar Sekolah anak putus sekolah anak yang bere31ko

R Keadllan : restoratlf adalah konsep pemldanaan yang
"--'mengedepankan pemullhan keruglan yang dialami korban
. .dan pelaku, dibanding pen_]atuhan hukuman penjara bagi
" pelaku. “Pelaku atau korban mencari penyelesalan terhadap
_ tindak pldana ‘yang ter_;adl dengan mengedepankan .
° ,--“pemuhhan keadaan semula, bukan dengan pembalasan ORI
huruf e o : S

Anak yang membutuhkan perhndungan khusus yaltu anak |

_korban trafiking, anak korban ke_]ahatan seksual anak

korban kekerasan seksual, dan 1a1n—1a1n AR
cukup_]elas S
“cukup Jelas L

cuku..PJelas.-';.? SN R

o r_ﬁPasal 21

cukup Jelas S
5 ayat 2) : TR
Mehputl proses rut1n pengumpulan data dasar dan -
pengukuran kema_]uan atas obyektif program atau pemantau
perubahan yang fokus pada proses dan keluaran '

} cukupJelas o )

EEE .' ~ _putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah, dan lain- dain .
e Pasal 17 " L o .



&

:Pasa128
"'-_"""Pasal 29 -

S Pasal 30

e Pasal 36
SRR ayat (1)

i : Pasa139

- Pasal 25

o ;'Pasal o7

Pa'sral 31
i :rfpasal 32

Pasal 33

L 'Paaal 34 .

Pasal 37

'Pasal 38

' Pasal 24

: cukup _]elas:

cukup Jelas .

_Pasal 26 -

cukup _]elas : ; .-
cukup_]alas ..
cukup_]elas - :_i- o
cukup_]elas _
cukup Jelas i
cukap _]lelas
cukup _]elas

Yang dlmaksud dengaa “keluarga adalah o..rang yang meml.llkl. :
hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan

orang yang mermllkl hubungan karena perkawman (semenda)

- cukup _]elas

_ Pasal 35

' cukup_]elas o

Ketentuan _]arn belajar masyarakat adalah waktu. dlmana" _

. -anak seharusnya melakukan akt1v1taas bela_]ar “baik - di -
'Sekolah -tempat ibadah, maupun di ' tempat kedlaman L
' “Pelaku usaha turut bertanggungjawab atas berla_n_gsungnya o
- kegiatan belajar secara kondusif dengan mengoperasikan .

5 _':"_usaha di waktu luang anak (Waktu llburan dan Waktu dlsaat_' :
- anak tidak diharuskan bela_]ar)

Ll cukl.ip_]elaS St
cukupJelas

L cukup Jelas

Pasal 40

. ayat (2) |
: hurufe

Yang dll'nfflksud dengan : “Sekolah Alelyata adalahf b

Program Kementenan Llngkungan Hldup dalam rangka



mendorong terc:1ptanya pengetahuan dan kesadaran
warga Sekolah dalam upaya pelestanan 11ngkungan
: hldup o _ )
Pasal41 o e
. cukupjelas
. ":"Pasal42 R
T cukupjelas"-' N
. Pasal43
EoaR CUkuPJelas'
"”".Pasal 44 TR
cukupjelas
S Pasal 45 P
: cukup]elas TR
= '_Pasal46 SEIRE T R
IR cukup_]elas:' RN
"-'-'j_'-f,._'_Pasal 47 o R
B cukup_]elas SR
_Pasal 48 B
S cukupjelas-
- Pasal 49 - e
e cukup_]elas
}';Pasal 50 o
T cukup Jelas
: '--'-"_‘.=.__Pasa151 S
i cukup_]elas"
Pasal 52 Ea o
cukup]elas‘ Sl

o 'TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 08

‘34



LAMPIRAN

' PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

NOMOR o8 TAHUN &oz}

- TENTANG

- KABUPATEN LAYAK ANAK S

INDIKATOR KAMPUNG RAMAH ANAK
! KABUPATEN DOMPU S

DATA AWAL

Catatn Data yang dlsajtkan adalah data dalam 1 tahun sebelumnya

" RW/ Kelurahan/ Kecamatan
- Jumlah KK . .
Jumlah Penduduk |

. Jumlah PUS

< d Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus
cE Jumlah Anak Putus Sekolah

O '®m N o U -h_.-_oi.-zo ~

. 'Jumlah Pcmegang KMS c
" a. Fakir Mlskm :
L b. Miskin -
Rt c Hampir Miskiri'
-10. Jumlah Anak - o
- a. Usia 0~12 Tahun - K
Usia 1~5 Tahun |
Usia 6~12 Tahun L
. Usia 13 16 Tahun
Usia 17~18 Tahun

opo0 o

. Jumlah Kader untuk Pemenuhan Hak Anak | .

Jumlah Anak yang Menlkah dlbawah U31a 18 Th

. Skor/Level Penilaian -

Kelompok R RN
. “Indikat
Hak Anak No ndikator 1

" | KOMITMEN | | Posyandu, -

% Kader di
Wllayah yang
berperan untuk
- Pemenuhan '
| Hak Anak (Cth.
Kader

"WILAYAH ‘| ~ |Kader ~ PAUD,|
‘|' | Kader = .~ Bina
| Keluarga Balita, | -
Pekerja - Sosial [

Masya-rakat,
-| Kader Pendam-

<25%

25-49%

50~79%

'80~100%

ping Ibu Hamil,




Kel k|
mnpo 7 NO.

- Indikator -

* Skor/Level Penilaian

2

Hak Anak -

. | Pusat Informasi

Kespro~Re- =
maja,  Gugus

| Tugas, Remaja

Masjid, Kelom-

.| pok Kesenian,
Sekolah Sepak

Bola, Kelompok
Olah Raga, dan
lain-lain)

3

- _I_(ader,

| Jumlah Tokoh

Masya-rakat di

| Wilayah | yang
'berkomitmen

terhadap
Pemenuhan
Hak ~ Anak
(tidak termasuk
Kctua

dan Pengurus

RT/RW.  di

Wilayah)

<3 Org

3~5 Org

6~8 Org

- >»8 Org

- {Jumlah -
- | Peraturan /[

Kesepakatan
Tertulis di
Wilayah  yang

berpihak .
‘| kepada - -
'Pemenuhan

Hak

. Anak,
Contoch =
Keputusan RW
tentang
Belajar

e Masyara-k_af,

tentang

: Kawa3ar_1 Bebas

ROkOk. L

Jam |

Tidak
Ada

1 Jenis
Peratura
n

2 Jenis
Peratura
e

>2 Jenis |
Peraturan

‘1%  Swadaya |

Murni

| Masyar‘akat.' o
di- |

yang

’;25%

25~35%

36~45%

>45%

alokasikan




| Kelompok
b 'HakA_nak__-_ -

No.

. Indikator ..

- Skor/Level Penilaian"

untuk P
| menuhan - Hak
‘- Anak
| Wilayah
IMisal
Sumbangan

Pe-

Sodi

Masyarakat
untuk Kegiatan

‘| Pemenuhan

Hak - Anak,

i _Pbsyandu, 1- PM'
. Balita,
| TPA,

Infaq
A, ' Sekolah
Minggu, .~ 17~
an, dan lain-

-| lain

3 :

B AR

AM

- oo S

ﬂ- H.B

BANG M. YASIN |




